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BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

Menimbang

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

: a. bahwa terdapat pemanfaatan Belanja Tidak Terduga untuk

kebutuhan mendesak di Dinas Perumahan dan
Pemukiman untuk Rehab rumah terdampak Bencana
Alam Angin Puting Beliung, belanja kebutuhan Combine
Harvester di Dinas Pertanian dan kebutuhan anggaran
mitigasi bencana untuk penebangan pohon di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat;

. bahwa terdapat pergeseran anggaran antar organisasi,
antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar
sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar
objek, antar rincian objek belanja yang sesuai ketentuan
Bab VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pada kondisi
tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan



Mengingat :

C.

diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu
tersebut berupa kondisi mendesak atau perubahan di
Dinas Pemadam Kebakaran, Sekretariat Daerah, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kecamatan

Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati
Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 434);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
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10.

11.

12.

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor 1);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA
ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 41
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41

Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 nomor 2 huruf a angka 2, dan angka 3, nomor 2
huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka S, nomor 2

huruf ¢ diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 1
1. Pendapatan Daerah
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 124.799.204.724,00
b. Pendapatan Transfer Rp.1.032.040.020.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Rp. 174.167.640.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.331.006.864.72,00




2. Belanja
a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai Rp. 550.797.210.323,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 410.927.433.434,00

3) Belanja Hibah Rp. 17.753.277.485,00

4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 16.123.600.000,00
Jumlah Belanja Operasi Rp. 995.601.521.242 ,0
b. Belanja Modal

1) Belanja Tanah Rp. 6.995.245.520,00

2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 35.503.783.477,00
3) Belanja Bangunan dan Gedung Rp. 36.091.682.059,00
4) Belanja Jalan Irigasi Jaringan Rp. 147.403.001.476,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp. 1.058.432.800,00

Jumlah Belanja Modal Rp. 227.310.025.332,00
c¢. Belanja Tidak Terduga Rp 4.746.530.750,00
d. Belanja Transfer Rp. 118.348.787.400,00
Jumlah Belanja Rp.1.346.006.864.724,00
Surplus / (Defisit) (Rp. 15.000.000.000,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 15.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 15.000.000.00,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. 0,-

2. Lampiran 1 Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2024
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

3. Lampiran Il Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2024
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

[’r



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal g April 2025

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal G .pml 2025

BERITA DA]ERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 9



